QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRA HIM
DENGAN RAHUMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

o

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menctapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bircuen;

b. bahwa untuk maksud terschut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan' .
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Scbagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam;

8. Peraturan M/ﬁ
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8, l’cra}urun Pemerinth Nomor 6 Tahun 19%% bentany Koo dingg
Kegiatan Instans Vertikal d; Dacrah (1 wrmbaran Neyar, | ahun 1943
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375y,

emerintah Nomor 25 /|

dan chcnangan p

Newara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan
Negara Nomor 3952y,

ahun 2001 lentang Ke

‘”(:ﬂaﬂga:;
ropinsi sebagai Daeryh Oonom

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000) lentang p
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomos
165);

I'1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 T;
Pcngangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Neger:
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Ty

hun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018);

13.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
Penyusunan Peraturan p

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN -

EN BIREUEN,
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun inj yang dimaksud dengan -

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Bircuen;

2. Pemerintah Dacrah adalah Ke

pala Dacrah beserta Perangkat Dacrah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksckutif Daerah;

o &L
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3. Bupati adalgh Bupati Bircuen: ' .

4. Sckretaris Dacrah Kabupaten scelanjutnya discbut Sckretaris Dacrah

adalah Sckretaris Dacral Kabupalen Bircuen;

Dinas Pechubungan adalah Dinas Perhubungan Kubupqlcn Bircuen

sebagai unsur pelaksany Pemerintah Dacrah Kubu!)ulcn lecuqn;

0. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blrc"ucn;

7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen
sebagai  unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan  ursan
pemerintahan yang menjadi nggung jawab dan kc\w.'cn;mgunnyu': |

& Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adaloh Unit Pelaksana “'eknis
Dvivay Parhuburigan Kabupater  Wircuen scbagai unsur pelaksana
operasional di lapangan.

“

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Qanun in; dibentuk Dinag l’crhulmngun Kabupalen Bircucn,
BAB 111
ORGANISASI

Bagian Pertamy
Kedudukan, Tugas dan ¥ ungsi

Pasal 3

1) Dinas Perhubungan merupakan unsur
g |

pelaksana Pemerintah Dacrah
dibidang perhubungan,

(2) Dinas Perhubungan dipimpin ol¢h Scorang Kepala Dinag yang berada

dibawah dap bcrlunggung Jawab kepady Bupati melaly; Sckretaris
Dacrah.

Pasal 4

Dinas Pcrhubungan mempunyaj

. tugas - melaksanakan Kewenangan
Pemerintah Dagrgly dalam bidang P

erhubungan,
Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimany lersebut pada Pasgl 4, Dinas

Perhubungan mempunyai fungs; -

a. Pelaksanaan kebijakan (cknis dalam pelayanan  jagg. pengelolaan
perhubungan  darqt ( lalu lintag angkutan Julan), pengelolaan

perhubungan laut/pelabuhan dan pengelolaan perhubungan
udara/bandarg yang menjadi kewenangan Dacrah;

b. Pelaksanaan ")%
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b. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan
pengelolaan  perhubungan  darat/LLAJ serta laut/pelabuhan  dan
udara/bandara; . ik sert

¢. Penunjukan lokasi lerminal, pengelolaan pemeliharaan fisik, serta
tempat-tempat pemberhentian; A

d. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir, ]

¢. Pengaturan lentang pembatasan mengangkut orang dengan kenderaan
tidak bermotor; ' |

f. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan
dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan
penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda lalu
lintas; '

8. Pemberian izin mendirikan sarana perbaikan angkutan dan
pengawasannya; .

h. Pemberian izin operasi sarana transportasi; .

.. Penetapan kelentuan-ketentuan tambahan mengenal susunan alat-alat

Sarana transportasi; S

Penetapan larangan penggunaan Jalu;-JaIU( tertentu;

Penetapan kecepatan maksimal pada jalur-jalur tertentu, .

Pengadaan, penclapan, pencempatan, pemasangan dan pemecliharaan

rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas; _

m. Penctapan kegiatan-kegiatan dalam hal rckayasa lalu lintas serta
manajemen lalu lintas;

n. Pengaturan dan pengelolaan sarana perhubun gan,

0. Penctapan batas maksjnal muatan dan berat kenderaan, pengangkutan
dan tertib pemanfaatan;

p. Pengaturan dan penetapan jaringan transportasi;

q. Penyelenggaraan pengujian sarana dan prasarana bidang perhubungan
serta SDM bidang perhubungan;

. Penetapan dan pemberian 1zin sekolah bidang perhubungan;

S. Pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan sarana yang memanfaatkan
frekwensi udara;

t. Pemberian izin ban
lalu lintas;

u. Perencanaan pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan;

v. Pengelolaan  administrag; umum - yang  meliputi pekerjaan

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pcralatan/perlcngkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

w. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas.

gunan dan pemanfaatan lingkungan sckitar jalur

Bagian Kedug
Susunan Organisasi

Pasal ¢

(1) Susunan Organisasi Dj
a. Kepala Dinas;

. Bagian Tata Usaha,

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkulan;

. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana;

. Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi;

f. Cabang ... V/f/
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I Cabang Dinas:
& Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
h. Kelompok Jabatan FFungsional,
(2) Bagiun Taty Usaha terdiri dari -
4. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian:
C. Sub Bugran Keuangun;
d. Sub Bagjan Program dan Pelaporan,

(3) Sub Dinas Lalu Lintas d

a. Scksi Manajemen L,
b

an Angkutan terdiri dari
alu Lintas;

- Seksi Keselamatan dan Ketertiban;

¢ Seksi Angkutan,

(4) Sub Dinag Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari -
a. Seksi Kenderaan dan Perbengkelan:,
b. Scksi Terminal;
C. Scksi Perparkiran.

(5) Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari -
a. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pclayaran;
b. Scksi Pos dan Telekomunikasi.

(1) Rincian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, dan
Seksi scbagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan Icbih lanjut
dengan Keputusan Bupati,

(2) Susunan Organisasi ugas pokok dan fun
Pelaksana Teknis Dj

gsi Cabang Dinas dan Unit
nas akan diteta
Keputusan Bupati.

pkan lebih lanjut  dengan

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdir dari sejumlah tena
dalam Jenjang  jabatan fungsional

yang terbagi d
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

8a terampil,
alam berbagai
(4) Bagan Struktur Org

anisasi Dinas Perhubyy, 8an sebagaimana tercantym
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
dengan Qanun inj.

terpisahkan
BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal §
(1)Kepala Dinag adalah Jabatan Esclon 11.b.
(2) Kepala Bagian TataUsahg dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan
Eselon 1.,

(3) Kepala ///&
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(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon 1V.a.

Pasal 9
(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan' chula} Sub Dinas
diangkat dan diberhentikan olch Bupati atas usul Sekretaris Dacrah.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kc;?ala Un'it
Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan olch Sckretaris
Dacrah atas pelimpahan kewenangan olch Bupati.

BABY
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kcpala Sck§1 »ya_ub
mencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi, sinkronisasi dap simplikasi
Sccara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Dacrah
maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing,

Pasal 11

Setiap pimpinan  satuan organisasi  dalam lingkungan Dinas wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan  sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung .
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

Mmemberikan bimbingan serta petunjuk  bagi pelaksanaan tugas
bawahannya,

Pasal 13

Sctiap pimpinan satuan organisasi - wajib mengikuti dan mematyhi
petunjuk dan bertanggung  jawab kepada atasan masing-masing dan
mcenyampaikan laporan berkala tepat waktu,

Pasal 14

Setiap Laporan yang ditcrima olch pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada
bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada ulasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sccara

fungsional mempunyai hubungan kerja,
Pasal ... %’é
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Pasal 16
Dalam  melaksanakan lugas sctiap pimpinan orgunisasi'diha'nlu.olch
saluan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang berientangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan
Keputusan Bupati scpanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19
Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

AR
\ \ &
\\.‘\@ -

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 28 Januari 2002
Z2 Kes

ERAH KABUPATEN,

WASAN BASRI DJALIL
embina TK. 1/ Nip. 010 071 933

N \5’ / _QL\\ €
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 15

w\)@h/ﬁ MDANI RADEN
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAIIUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN

L. PENJELASAN UMUM :

l. Bahwa dalam rangka
tentang  Pedoman Organisasi
Kabupaten/Kota diberi kewenan
Perangkat Daerah scsuai deng

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam pen
dibidang perhubungan schingga dapat berday
dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kega D
dengan Qanun.

3. Bahwa Pembentukan Susunan
tersebut diatas adalah berpedom
Otonomi Daerah Nomor 50 Tal

gan untuk mencta
an kemampuan keuangar

Organisasi dan Tata Kerja Dinas P
an kepada Keputusan Menteri Dalam

pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor $4 Tahun 2000
Perangkat Daerah, maka kepada Daecrah

pkan Susunan Organisasi
1 Dacrah.

yelenggaraan roda pcmerintahan
a guna dan berhasil guna, perlu

inas Perhubungan yang ditetapkan

erhubungan
Negeri dan

hun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah.

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 Cukup Jelas,

Scanned by CamScanner



3AGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
ERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN

m———

KEPALA DINAS

e —————————

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN

r

LOMPOK JASATAN
FUNGSICNAL

UMUM

[

SUB DINAS
LALU-LINTAS DAN
ANGKUTAN

]

SEKSI
MANAJEMEN
LALU - LINTAS

|

|

|

|

“

_.
{

|
—_—

KE

SEKSI
SELAMATAN DAN
KETERTIBAN

I
|
_
‘
L]

SEKSI
ANGKUTAN

‘ SEKSI

[

SUB DINAS
TEHNIK SARANA

NOMOR :15 TAHUN 2002 *
TANGGAL : 26 JANUARI 2002 4
|_BAGIAN TATA USAHA |
SUB BAGIAN ‘ SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM & PELAPORAN
|
SUB DINAS
PERHUBUNGAN LAUT,
POS DAN

DAN PRASARANA
|

KENDARAAN DAN
;! PERBENGKELA

—

SEKSI

TERMINAL

——

SEKSI
PERPARKIRAN

— I ]

[

[ CABANG DINAS |

[

UPTD |

TELEKOMUNIKASI

SEKSI
KEPELABUHAN DAN
PENUNJANG KESELAMA-
TAN PELAYARAN

SEKSI
POS & TELEKOMUNIKAS|
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